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Lampiran 4. Checklist Surveilans 
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Nomor CM : 
Tanggal CM : 
 
 Penjelasan Sikumsisi 
No Unsur Penelitian Lengkap Kurang 
Lengkap 
Tidak ada 
1 Diagnosis dan tata cara tindakan    
2 Tujuan Tindakan Kedokteran    
3 Resiko dan Komplikasi    
4 Perkiraan Biaya    
 
 Persetujuan Tindakan Sirkumsisi 
No Unsur Penelitian Ya Tidak 
1 Bentuk Persetujuan   
2 Pemberi Persetujuan   
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